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No. 24,2021 

DERITA DAERAH 

KOTA TANGERANG SELATAN 
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN. 

Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Hotel, 
Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air 
Tanah, dan Pajak Reklame. 

PROVINSI BANTEN 

PERATURAN WALi KOTA TANGERANG SELATAN 

NOMOR 24 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRATIF PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, 
PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, PAJAK AIR TANAH, DAN PAJAK REKLAME 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALi KOTA TANGERANG SELATAN, 

Menimbang a. bahwa wabah Corona Virus Disease 2019 merupakan 
bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas 
ekonomi dan produktivitas sektor tertentu sampai 
tingkat daerah; 

b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran 
dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 
di Lingkungan Pemerintah Daerah, untuk penanganan 
dampak ekonomi dapat dilakukan dengan pemberian 
penghapusan sanksi administratif; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (2) 
huruf a Peraturan Daerah Kata Tangerang Selatan 
Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kata Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2017 
ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, 
bahwa W ali Kota dapat mengurangkan atau 
menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, 
denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 
perlu menetapkan Peraturan Wali Kata tentang 
Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Hotel, 
Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air 
Tanah, dan Pajak Reklame; 
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1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi 

Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4935); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5950); 

6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi 

Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 34); 

7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah 

(Serita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 249); 

9. Keputusan Menteri Kesehatan 

Nomor HK.01.07 /Menkes/104/2020 tentang 

Penetapan Infeksi Novel Corona virus 

(Infeksi 2019-nCo sebagai Penyakit yang Dapat 

Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya; 
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10. Keputusan Kepala Sadan Nasional Penanggulangan 

Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan 

Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah 

Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia; 

11. Keputusan Kepala Sadan Nasional Penanggulangan 

Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang 

Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat 

Bencana Wabah Penyakit Virus Corona di Indonesia; 

12. Peraturan Daerah Kata Tangerang Selatan 

Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Kata Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kata Tangerang Selatan 

Nomor 0710) sebagaimana telah diubah dengan 

Pera tu ran Daerah Kata Tangerang Sela tan 

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Daerah Kata Tangerang Selatan 

Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Tangerang Selatan Nomor 78); 

13. Peraturan Daerah Kata Tangerang Selatan 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kata Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kata Tangerang Selatan 

Nomor 72); 

14. Peraturan Wali Kata Tangerang Selatan 

Nomor 64 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan 

Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB (Berita Daerah 

Kota Tangerang Selatan Tahun 2011  Nomor 64); 

15. Peraturan Wali Kata Tangerang Selatan 

Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan 

Pajak Hotel (Serita Daerah Kata Tangerang Selatan 

Tahun 2018 Nomor 57); 

16. Peraturan Wali Kata Tangerang Selatan 

Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan 

Pajak Restoran (Serita Daerah Kata Tangerang Selatan 

Tahun 2019 Nomor 66); 

17. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan 

Pajak Parkir (Serita Daerah Kota Tangerang Selatan 

Tahun 2020 Nomor 2); 

18. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan 

Nomor 63 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan 

Pajak Hiburan (Serita Daerah Kota Tangerang Selatan 

Tahun 2020 Nomor 63); 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALi KOTA TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI 

ADMINISTRATIF PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, 

PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, PAJAK AIR TANAH, 

DAN PAJAK REKLAME. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan. 

2. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan. 

3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 

dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan 

Daerah. 

4. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 

5. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk 

jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, 

Iosmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, 

rumah penginapan, dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar 

lebih dari 1 0 (  sepuluh). 

6. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 

7. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan 

dipungut bayaran, yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, 

warung, bar, dan sejenisnya termasukjasa boga/catering. 

8. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 

9. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/ atau 

keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya. 

10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 

1 1 .  Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak 

ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, 

menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum 

terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, 

didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. 

12. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan 

jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan 

kendaraan bermotor. 
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13. Parkir adalah kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak 

bersifat semen tar a. 

14. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengarnbilan dan/ atau pemanfaatan air 

tanah. 

15. Air Tanah adalah air yang terdapat dalarn lapisan tanah atau batuan 

dibawah permukaan tanah. 

16. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender 

yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan 

melaporkan pajak yang terutang. 

17. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalarn 

Masa Pajak dan Tahun Pajak, atau dalarn bagian Tahun Pajak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

Pasal 2 

(1) Penghapusan sanksi administratif diberikan kepada Wajib Pajak Hotel, 

Wajib Pajak Restoran, Wajib Pajak Hiburan, Wajib Pajak Parkir, 

dan Wajib Pajak Air Tanah untuk Masa Pajak tahun berjalan bulan Januari 

sarnpai dengan bulan Juni Tahun 2021 dan Masa Pajak Terutang sebelum 

Tahun Pajak 2021. 

(2) Penghapusan sanksi administratif diberikan kepada Wajib Pajak Reklarne 

untuk ketetapan pajak tahun berjalan sarnpai dengan bulan Juni 

Tahun 2021 dan ketetapan Pajak Terutang sebelum Tahun Pajak 2021. 

BAB II 

PELAKSANAAN 

Pasal3 

(1) Penghapusan sanksi administratif dilakukan secara otomatis tanpa 

permohonan Wajib Pajak. 

(2) Penghapusan sanksi administratif diberikan kepada Wajib Pajak yang telah 

melunasi Pokok Pajak sesuai Tahun Pajak yang dikenakan sanksi 

administratif. 

(3) Sanksi administratif yang dihapus sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 

berupa: 

a. sanksi administratif berupa bunga atas kekurangan pembayaran 

pajak. 

b. sanksi administratif denda atas keterlarnbatan pembayaran Pajak 

Terutang setelah jatuh tempo. 

c. sanksi administratif alas kenaikan Pajak Yang Terutang. 
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BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli sampai dengan 

tanggal 30 September 2021. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang 

Selatan. 

Ditetapkan di Tangerang Selatan 

pada tanggal 7 Juni 2021 
WALi KOTA TANGERANG SELATAN, 

ttd. 

BENYAMIN DAVNIE 

Diundangkan di Tangerang Selatan 
pada tanggal 8 Juni 2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KOTA TANGERANG SELATAN, 

ttd. 
BAMBANG NOERTJAHJO 

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 24 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
c· 19Ju l i2021 

TDAERAH 
#RANG SELATAN 

Aepala Pa&jar Hukum, 


